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BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR: oz /KPTS/I/2013

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat

a.

KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BENGKALIS,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah juncto pasal 7
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menunjuk Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum
Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1874 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;



" :.‘55124 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2012 tentang:f i

»10 Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Plnjaman Negara ,
f11 Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perlmbangan ‘
: 12 Peraturan. Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem lnformasr{f“,,f,t— S

Keuangan Daerah

o "f13 Peraturan Pemerlntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hlbah Kepala

- Daerah;

: ,::14 Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaanv}:fﬁ;;’ 1 ;

Keuangan Daerah

‘5;15 Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman;'j\,':_:f’z;57 .

Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah;

»?yf':*16 Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan*:ﬂ}f S
_ Pemerintahan ' antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah Provmsn d?‘,”jf SR

Pemerlntahan Daerah Kabupaten/Kota

 117 Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman ot
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana. telah diubah beberapa kah:_ S
e terakhir dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri- Nomor 21 Tahun 2011
s tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13,511;, Bk
:~Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah L

R 18 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara’i,ffj.;}_‘ g -
° Penatausahaan ~ dan  Penyusunan Lap°fa“ ‘Pertanggungjawaban o

Bendahara serta penyampalannya

 19 Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman‘f,f ij7 ﬁ : Lo
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
.2013; QR e _ 1 , ‘ ;

}}:20 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008 tentang

. _;;,‘Penyelenggaaan Urusan Pemenntahan Daerah Kabupaten Bengkalls

»'3121‘ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009 tentang;};f::.:.}f) :

Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

" 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang{:‘fg
Pembentukan Dana Cadangan Keglatan Multlyears Kabupaten Bengkahs

 ~523 Peraturan Daerah’ Kabupaten Bengkalis - Nomor 02 Tahun 2012 tentang .
Orgamsasn dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Tekmsf»._ U

Daerah

OrganlsaSI dan Tata Kerja Dlnas Daerah

25 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 04 Tahun 2012 tentang,{“,{ 5

OrganlsaSI dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

l 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 05 Tahun 2012 tentang' ST -
i Orgamsasn dan Tata Kerja- Sekretaruat Daerah dan Sekretanat Dewan' '

Pewvakllan Rakyat Daerah




-~ 27 Peraturan Daerah Kab‘upéten B’ehg‘karlls;No'mbi'}01 Tahﬁn"2’012 tentang

o .'29 Peraturan Bupatl Bengkalls Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penetapan‘
: ‘Batas Jumlah SPP ‘UP dan SPP GU Setlap SKPD d| Pemermtah;;_,«_‘,

~Anggaran Pendapatan ‘dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun‘;f,
Anggaran 2012 o N g L : s

28 Peraturan Bupatn Bengkalls Nomor 43 Tahun 2011 tentang Slstem dani o

~ Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalls (Lembaran'
Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2011 Nomor 43) i '

Kabupaten Bengkalls Tahun Anggaran 2013; -

‘ 3'30 Peraturan Bupatl Bengkahs Nomor " 102 Tahun 2012 tentang Pengeluaran :?1;‘;:' Sl
_yang Bersifat Mengikat dan. Wajlb yang Dapat Dikeluarkan- Seb_elumff‘f‘_j L

o fff{ Dltetapkannya APBD Kabupaten Bengkahs Tahun Anggaran 2013

1?7~fMEMUTUSKAN>LSIe;¢viS*'

Menetapkan'g:“‘“ L

| KEDUA

c ‘_ ‘Pejabat sebagalmana dlmaksud pada DIKTUM KESATU mempunyal tugas : V

a. Sebagal PPKD

.1_Menyusun dan ‘melaksanakan Kebuakan Pengelolaan Keuangan"_t‘f i
. Daerah; B EE SR T : Faed

e X Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?ﬁ"?ﬂf I
v_-:(APBD) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja i S

Daerah

.,:3'. Melaksanakan fungsn BUD

B _4.’Menyusun g |aporan keuangan daerah dalam _r"rang‘ka\fz;l«:;,_,g : “
e -‘pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Sl

' f5~5.' Melaksanakan tugas |a|nnya berdasarkan kuasa yang dlllmpahkan oleh‘ﬁfii"

' Bupatl Bengkalls

o '~,\-{:~tb;"PPKD melaksanakan fungsmya selaku BUD berwenang

3 1. Menyusun Kebuakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

. Mengesahkan DPA—SKPD/DPPA—SKPD dan DPA-PPKD/DPPA-PPKD i

2
| 3 Melakukan pengendallan pelaksanaan APBD
4

'.fMemberlkan petunjuk teknis pelaksanaan S|stem penerlmaan danf'::r"}l |

: pengeluaran kas daerah, dan membuka rekenlng kas umum daerah_uf .
' pada bank yang sehat -

Menunjuk Kepala Baglan Keuangan Sekretanat Daerah Kabupaten*‘»,f f
el ;?Bengkahs sebagal Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku = . ..
" Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemenntah Kabupaten Bengkahs Tahun,’f e

" Anggaran 2013. : B



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

. Gubernur Riau di Pekanbaru

. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau

. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
Inspektur Kabupaten Bengkalis

Direktur PT. Bank Riau Kepri di Pekanbaru
Direktur PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Bengkalis

NoOO A wN

9. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

6. Menyiapkan pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman atas
nama Pemerintah Daerah;

7. Melakukan panagihan piutang daerah;
8. Melaksanakan Sisten Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah:;
9. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah.

Pejabat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Kepala Bagian Keuangan

dengan specimen tanda tangan dan paraf pejabat dimaksud adalah sebagai
berikut:

a. Nama . H. AZRAFIANY AZIZ RAOF, SH

b. NIP : 19591129 199103 1 001

c. Pangkat/Golongan : Penata TK. | (Ill/d)

d. Jabatan . Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

Kabupaten Bengkalis

()

. Tanda Tangan

14

Dalam melaksanakan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud DIKTUM
KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris
Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

f. Paraf

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

— ————  Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BEN

IYAN SALEH



